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MENYOAT EKSISTENSI HUKUM ADAT DATAM
PUSARAN GTOBATISASI DI INDONESIA1

M. Syamsudin2

ASUMSI DASAR

Sub pokok bahasan "Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran

nlisasi di lrrdonesi" pada Seminar Nasional "Merefleksikan danMenguraikan

ikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)"
topik yang diberikan oleh panitia seminar kepada penulis. Tugas

di sini adalah menjabarkan dan membahas topik tersebut berdasarkan

pandang penulis sendiri. Oleh karena itu untuk menghindarkan diri
salah persepsi dan simpang siur dalam pembahasan tulisan ini, penulis

dahulu ingrn menyampaikan beberapa hal sebagai titik tolak (standing

pembahasan.
P ntama, y angpenulis pahami tentang judul yang diberikan yaitu "Menyoal

Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia" adalah

Uimaksudkan untuk mempertanyakan keberadaan dan posisi Hukum Adat
imenghadapi kuatnya arus dan gelombang globalisasi yang melanda masyarakat

dewasa ini, khususnya masyarakat adat dengan pranata hukum
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terdaPat kurang lebih

suku bangsa di Indonesia. (BPS, 2010).

kdua, yang dimaksud hukum di sini berangkat dari titik tolak atau

dasar bahwa hukum adalah produk budaya. Hukum meruphkan
dari nilai-nilai budaya masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman

.'berilaku (pattern for behaaior) sehari-hari dalam semua aspek kehidupan,
hubungan kekerabatan, perkawinan, waris, tanah, delik, bisnis,

sebagainya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Hukum Adat
sini adalah sebuah sistem hukum yang kandungan nilai-nilai, asas-

dan norma-normanya lahir dan bersumber dari budaya masyarakat

) Indonesiar )rang terbentuk lewat tradisi masyarakat berdasarkan

t DlsampaikanpadaSeminarNasional"MerefleksikandanMenguraikanPemikiran
nmspiritual Plurdistik (Sisi l^ain Hukumyang Tedupakan)", Asosiasi Sosiologi Hukum

(Asfil), Undip dan Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa),
2&21 Oktober 2016.

' Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Alumni PDIH Undip 2010,

K;
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pengalamannya, berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi dan 
I

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan 
]

Ketiga, kata globalisasi di sini diartikan sebagai suatu proses menyebamya
"sesuatu" ke seluruh penjuru d1mra. Sesuatu tersebut dapat berupa gagasan/
ideologi,informasidanjugateknologi(peradabanbaru)yangmerupakansebuah
kekuatan superpouer sebagai penggeraknya. Kekuatan tersebut merupakan
kekuatan yang bersifat memaksa dan menyeret masyarakat manusia di seluruh
penjuru dunia untuk menerima peradaban baru tersebut. Peradaban baru
tersebut merupakan hasil kemajuan materiil seperti teknologi komunikasi,
informasi, transportasi, sosial ekonomi, serta dalam soal kemasyarakatan
lain-lainnya yang telah dicapainya berkat semangat dan filsafat yang melatar
belakanginya.3 (Koesnoe, 7995: 129) Dengan demikian di balik globalisasi
tersebut terdapat kekuatan superpower yang menyebarkan paham baru dan
mendesak umat manusia di seluruh penjuru dunia untuk mengikutinya bahkan

iika memungkinkan menggantikannya secara total paham yang sudah mapan
dengan paham baru tersebut.

Di sinilah letak persoalannya ketika paham baru yang dibawa oleh arus
dan gelombang globalisasi tersebut bersentuhan dengan Masyarakat Adat
di Indonesia dengan segala pranata hukum adatnya masing-masing. Hal-hal
yang penting untuk dipersoalkan adalah bagaimanakah keberadaan dan posisi
masyarakat dan hukum adat menghadapi tantangan kekuatan global tersebut?
Mampukah masyarakat adat beserta perangkat hukum adatnya bertahan
menghadapi kekuatan arus dan gelombang globalisasi tersebut? Atau bahkan
terjadi konflik yang saling berhadapan antara keduanya sehingga yang satr
mengalahkan terhadap lainnya? Atau brangkali terdapat konsesi-konsesi
tertentu antara keduanya sehingga Hukum Adat tetap dapat mempertahanion
eksistensinya? Atau bahkan keduanya dapat saling berdampingan berjalan
bersama secara harmoni? Ini persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan
penjelasan dalam tulisan ini.

B. MEMAHAMI LATAR BETAKANG DAN N!IAI-NIIAI DI BALIK
GI-OBATISASI

Menurut M.Koesnoe, gagasan yang menggerakan lahirnya globalisasi pada
awalnya dipicu oleh para petualang Eropa Barat dalam upaya untuk m-encari .
dan menemukan negeri-negeri di luar Eropa untuk dikuasai dan diambil ,"it.l

kekayaannya. Petualangan ini dimulai sejak abad ke-14 dan pada abad ke.15 e.::

Columbus (petualang Eropa) menemukan Benua Amerika. Di Benua Amerika,i' ,

ini para petualang Eropa banyak berharap dapat memperolel'r keinginan untuk ' '

memperbaiki nasib yang lebih baik, salah satunya dengan mencari harta/ fi
3 M.AliBudiarto (Ed),2002, HukamAdatSustuPemikiranBaru,Prof.Dr.H.M.Koesnu, :;

SH, Varia Peradilan-Ikatan Flakim Indoneia, Jakarta, hlm. L29. 
ffits2 q
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a*rateri/kekayaan. ftmangat para petualang tersebut secara individual adalah

Ltok .ut g.tasai kekaya an/harta/materi dengan dijiwai oleh semangat dan

;.h"- yang mereka anut yaitu individualisme dan materialisme. Paham ini

&utr, mlngedepankan kebutuhal lencari L"l y"ryTp"T* f*"v"*4
h^t""tnutu untuk kesenangan dirinya sendiri. Kebutuhan akan kekayaan/

harta untukkesenangan diri sendiri kemudian dikenal sebagai Filsafat

Filsafat ini memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan

kebahagiaan melalui kekayaan / materil/ harta yang melimpah' Aliran inilah

dominan pada saat itu di Amerika Serikat.l
-Secararingkas 

digambarkanolehM.Koesnoebahwa dalam

$at Heilonisme ir]d meniadi lebih menajam kepada filsafat yang disebut

. Filsafat ini mengajarkan dalam hidup bagi seseorang yang

ing adalahharus dapatberbuat denganbaik dantepat guna atau efisien

dikenal deng arrajararr" can do-isme" .Menun*ajaran ini dalam memenuhi

hidup harus memiliki kemampuan yang lebih hebat, baik, dan

(do more, do better, do faster\. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan

lebih baik dan efisien ini kemudian muncul aiaran Engtneeing. Aiaran ini
membawa kemaiuan yang benar-benar pesat dan mengagumkan

dalam proses dan pengelolaan pemenuhan kebetuhan materialisme

tmenjadi lebih baik, lebih sistematis danlebih efisien di bidangkemajuan

gi. Kemajuan ini kemudian memberi percepatan memenuhi kebutuhan

,lebih bersifat kompleks yaitu ekonomis, teknil komunikasi, sosial poliiik,
dan sebagainya. Perkembangan ini sering disebut paham hedonisme

yang dalam dasamya menganut tiga ideologi, yaitu: (1) Ideologi terus-

rus; (2) Ideotogi kemajuan yang berjalan mantap secara linear; dan (3)

kemewahan dengan menggunakan peralatan (teknologi) yang hebat

tk kemajuan yang cepat.s
Kekuatan Hedonisme Baru ini melanda dengan cepat hampir seluruh

t dan memaksa masyarakat di seluruh muka bumi terbawa arus

tersebut, terlebih itu dilakukan dengan teknologi yang canggih

dalam bidang komunikasi, informasi dan industri. Dampak yang

adalah kekuatan hedonisme baru ini mulai menindih pandangan

telah lama ada di masyarakat. Paham materialisme individualisme,
pragmatisme, dan can doisme inilah sebenarnya yang terkandung

globalisasi.s
Pengaruh kekuatan hedonisme baru yang dibawa oleh misi globalisasi

pada awatrya hanya menyentuh pada bagian permukaannya saja

lahiriah) dari kehidupan masyarakat yang tertimpa arus globalisasi. Hal

' M. Ali Budiarto (Ed), Hulcum Adtt suatu Pem*iran Baru, Praf. Dr. H.IvL Koesnoe,

317.

Ibid, hIEL 318.
Ihr4htrn gfg.
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tersebut seperti nampak pada produk teknologi yang yang canggih yang tampak
sebagaikemajuanperadabanmateriilbaikdibidangtelokomunikasi,informasi,
transportasi, dsb. Akan tetapi lama kelamaan kekuatan tersebut menyentuh pula

segi-segi batin / kejiwaan masyarakat yahg terlanda. Paham hedonisme baru

dengan kandungan nilai individualisme, materialism, hedonism, pragmatism

tersebutmendapatkan tempat danmulai tumbuh subur di kalangan masyarakat

yang terlanda. Inilah "kekuatan global" yang masuk ke dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali masyarakat hrdonesia

yang kaya dengan masyarakat adat dmgan pranata hukum adatnya.

C. BEBAN MASYARAKAT (HUKUM) ADAT MENCHADAPI KEKUATAN
GtOBAt

Beban masyarakat (hukum) adat di Indonesia dalam menghadapi arus

dan 8elornbang kekuatan global, dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan
pendekatankebudayaan. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu wujud idiil, wujud
riil dan wujud artefak.T Wujud idiil merupakan lapisan dalam dari budaya
(nner culture) dan wujud riil dan artefak merupakan lapisan luar dari budaya
(outer anlture).

Lapisan dalammerupakanbagian dari batin atau jiwa masyarakatyangdi
dalamnyaterkandungnilai-nilai,keyakinan-keyakinan,pandangandasarymrg
bersifat filosofis dan ideologis dari masyarakat. Sementara itu pada lapisan luar

merupakan bagian lahfuiah dan fisiknya yang terkait dengan bentuk-bentul
perilaku konkrit dan produk fisik budaya. Lapisan dalam @a{n/jiwa) adalah

bagian yang sulit terpengaruh dan tersentuh oleh arus perubahan, sedangkan

lapisanluar(lahir/fisik) adalatrbagianyangpalirrgmudahtersentuhdanmudah
mengalami pengaruh dan perubahan.

Jika kekuatan global menyentuhmasyarakat (hukum) adat, maka lapisan

htar (auter culture) dari budaya masyarakat inilah yang pertama-tama akan

lebih mudah mendapatkan pengaruh perubahan dibandingkan lapisan dalam I

(inner culture) yang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengalarnt i:,

perubahan FIal ini ditunjukkanmisalnyaOrangJawa dalammembangunrurnah'
saat ini tidak mengikuti bentuk rumah Joglo lagi tapi lebih terpengamh pad^ 

;,
bentuk rumah modern dari barat. Akan tetapi dalam hal filosofi dan keyakinan
mereka tetap sulit mengalami perubahan mengikuti cara berpikir/filosofi oran$

barat. ]ika pun terpengaruh butuh waktu yang relatif lama.L. JrM l/urr rsrysrrbruur uurqrr Yvq^ru. Jilrb rrrqru rq!!r@. ti
Pada lapisandalam daribudaya ini yang perlu dipahami adalahnilai-nila-ff

gra;

ffiii::l

filosofis baik yang terkandung dalam fifafat Adat maupun Filsafat Global I

urvDvlro yqr^ 
J@5 r9rr\4r9url6 uQqrr ruouqa r\qq! uquyqr f uooqr vrvv- t.:

Untuk mengetahui kedua kandungan dari kedua filsafat tersebut dikemukakan 
*,

persandingan yang dibuat oleh M. Koesnoe berikut ini.

7 Koengaraningrat, 1987, Kebudayaan Mmtatitas dan Pembangnan, W Gramediat

lakarta, hlm. 9.
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Prinsip kolektivisme Prinsip individualisme

Universalisme Sekularisme

Idealisme Materialisme

Manusia Yang luhur tahu
rasa malu dalam mencaPai
,kesejahteraan [ahir-batin

Hedonisme yangb menghendaki individu
yang selalu bersaing satu terhadaP yang
lain untuk mendapatkan kemakmuran
materiilnya agar menjadi rich, famous dan
power (kay+ terkenal danberkuasa)

Dari persandingan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pandangan-

langan dasar yang sangat berbeda baik yang terdapat pada Filsafat

maupun Filsafat Global. Filsafat adat memandang bahwa tuiuan hidup

sia adalahuntuk mencapai kesemPruraan sebagai manusia (insankamil).

materiil saja bukanlah mmjadi tujuan utama dan pokok sebagai

h.rnya. Yang ingin dicapai adalah keluhuran derajat dan martabat

manusia. oleh karena itu menurut pandangan adat seorang manusia

hidupnya harus mengusahakan dirinya menjadi sorang yang berbudi

dengan tahu rasa malu yang tinggi. Masyarakat yang didambakan

masyarakat yang tidak hanya makmur secara materiil saja, akan tetapi

akat yang bahagia lahir-batin bagi seluruh warganya yang digabarkan

masyarakat yarrg "tata, tentrem, kerta, rahario". Tata benttt segala

berjalan mengikuti tertib, tentram berati segala sesuatu berlangsung

rikian rupa, sehingga masing-masing warga merasakan ketenangan

. Artinya setiap warga dalam melangpungkan kehidupan yang btertib

menikmati rasa aman sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Kerta berarti

dari segi materiilrrya, sedangkan raharia berarti adanya perasan

batin sehubungan dengan tuntutan hidupnya dirasakan tblah

secara memadai dengan segala idaman yang sepantasnya.E

Dalam Filsafat Adat, setiap olang di dalam masyarakat diajarkan untuk
gang teguh prinsip-prinsip moralitas dan kesusilaan yang tinggi' Itu
i seorang wafga masyarakat harus memiliki dan menjujung tinggi budi
.Ot*g yang demikian minimal adalah orang yang tau benar rasa malu.

yang warga yang ideal adalah orung yang sanggup melaksanakan
ip rela berkorban untuk masyarakabrya yang disebut pangabdian Filsafat

yang dianut adat tersebut menunjukan bahwa kemakmuran materiil
salah satu harapanya.e

hltrt32o.
,e lbid.
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Di dal
berjalannr
kemauann;
yang lain d

diperhatikr
pengertian
dituntut ur

masyaraka
filsafat ada

yang Penu
Darifil

bahwakedr
hidup di dt
tetap untul
canggihpet

B M. Syomwdin

Di dalam filsafat adat, perjalan hidup bermasyarakat tidak sama

berjalannya suatu mesin. Setiap orang memPunyai perasaan dan

kemauannya sendiri, yakni seorang individu yang membutuhkan perlakuan

yang lain dari individu lainya. Kemauan individu serta cita rasanya perlu

diperhatikan di dalam menata kehidupan bermasyarakat. Dari itu dalam.

pengertian "masyarakat yang tertib" atau "yang bertata", itu semue,

dituntut untuk memperoleh perhatian yang semestinya. Prinsip menata

masyarakat dengan memakai prinsip "Engineering" tidak sesuai dengan

filsafat adat. Mengatur dan menata hidup bermasyarakat adalah suatu seni

yang penuh langgam.lo
Dari filsafat adat dan filsafat kekuatan global ada suatu titik singgungnya

bahwa kedua-duanya berusaha mencapai cita-cita kemakmuran materiil bagi

hidup di dalam masyarakatnya. Mencanggihkan peralatan adalah cara yang

tetap untuk menghasilkan kemakmuran materiil itu. Itu berarti membuat

.utrigtf, puralatan dan sarana materiil yang meliputi bidang peralatan teknologi

adalah sekedar untuk memperoleh hasil yang jitu agar terpenuhi kebutuhaii

materiil itu. Dari itu dari adat rnaupun kekuatan global kedua-duanya

menerima modernisasi, dalam hal modemisasi ini, dilihat dari segi batinnya

antara adat dan kekuatan globai tersebut terdapat perbedaan yang diamehal

berlawanan sebagaiman digambarkan pada. tabei tersebut.ll
Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan, antara

Filsafat Adat dan Filsafat Global terdapat pula perbedaan-perbedaan yang

mendasar. Keduanya juga menghendaki pelaksanaannya secara rasional. Alan

tetapi ukuran rasionalitas antara keduanya memPunyai pemeknaan yanq

berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Koesnoe berikut ini.

'tS,tdtiii' 
t",'i, i't..j

r
:i

Rasionil-etis Rasionil-ekonomis (tepat guna)

Rasionil-berseni Rasionil-teknis (engineering) . 
,

Sikap berbudi Sikap sportif

Membentuk pribadi yang tahu
tenggangrasa danmempunyai nilai
kemanusiaan ba gi masyarakatnya

Membentuk pribadi yangberjiwa bersaing

untuk berprestasi sehingga menjadi

manusia sukses

Seiahtera lahir batin Kaya, tenar dan berkuasa

Tahu malu,hati-hati dan waspada Berani dengan perhitungan yang
casual dalam menghadapi pers

nvata

,t lbld"
1t IUd.
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Dari hasil paparan kedua kandungan nilai-nilai filsafat tersebut, berguna

untuk melihat dan menganalisis posisi masyarakat (h"k*) adat dan pranata

hukumnya dalam menghadapi arus dan gelombangkekuatan global. Daripaparan

eseUut terlihat bahwa masyarakat (huk*n) adat dan hukum adatnya dalam

menghadapi kekuatan yang melanda masyarakat berada sebagai pihak yang

iertahan dan bahkan tersungkur.l2 Hal ini terlihat dalam menghadapi kemajuan

!$obal, adat dapat menerima dan berusaha untuk mengikutinya dan memberi

ionsesi kepada prinsipprinsip dan filsafat hidup kekuatan global tersebut.. 
Dalam memberi konsesi, masing-masing prinsip adat keadaannya

oleh Koesnoe sebagai berikut:

Kolektivisme harus memberi konsesi kepada individualisme;
Universalisme harus memberi konsesi kepada prinsip sekularisme;
Idealisme harus memberi konsesi kepada prinsip materialisme;
Prinsip tentang manusia berbudi luhur, tahu rasa malu dan penuh
tenggang rasa harus memberi konsesi kepada prinsip manusia yang berani
berkompetisi mengejar keuntungan dan kemakmruan materill untuk dirinya
sendiri tanpa malu.l3

Konsesi adat terhadap kekuatan global dapat dirasakan pengaruhnya
nilai-nilai adat seperti nilai persaudaraan yang semakin menjadi

. Sebaliknya semakin kuatnya nilai berpacu untuk kalah-menang di
i,,glalam pacuan, hidup menurut kolektivisme semakin melemah dan dikuasai
j$,,eh semangat individualisme. Dalam bidang seni mengatur masyarakat lebih
!:d:itekantan kepada mekanisme untuk keteraturan dan ketertiban. Soal nilai

keagamaan apayar.gmenurut adat merupakan suatu ritual yang sakral yang
tempat-tempat ibadah yang suci menjadi berganti pandangan terhadapnya
dilihat sebagai suatu tontonan atau suatu komoditi yang menarik yang
dibanggakan untuk pengembangan tourisme.

Dari hari ke hari dari waktu ke waktu tuntutan pendalaman konsesi sampai
yang azasi dan adat olehkekuatan global tersebut tampak semakin jauh.

ian besar masyarakat adat terdiri dari orang-orang yang sejak kecilnya
dan dibesarkan di dalam kungkungan filsafat hidup adat, prinsip-

$an nilai-nilai kehidupannya masih menghayati dan terikat kepada
Penerimaan dan keikut sertaan dalam kemajuan yang dibawa kekuatan

tersebut dilakukan dengan jalan merekayasa sesuai dengan cita rasa

-19 bersumber kepada adat. Itu berarti mengadopsi unsur-unsur kemajuan
diterima dari luar tersebut.

u 
- Muhamad Eryns 2073. Fitsafat Hukum Wksi Knfis turhadap Huku,n. Rajawali

Iatarta, hhn 295.

,tl M.Aligudia*o @d),2002,HukumAdatSuatuPanikiranBaru,Prof.Dr.H.I/'-Koesnoe,
run.321.
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D. DAMPAK KEKUATAN GLOBAT PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT

(HUKUM) ADAT

Pada bagian sebelumnya dikemukakanbahwa" kekuatan global" telah

masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat IndonesiA tak terkecuali

masyarakat adat dengan pranata hukum adahrya. Masuknya kekuatan global

ke dalam masyarakat adat dan hukum adat di Indonesia ada yang secara

langsung maupun secara tidak langsung. Penyebaran secara langsung misalnya

melalui media teknologi komunikasi, informasi, perdagangan dan transportasi.

Penyebaran tidak langsung dapat melaui negara dengan berbagai k"bijuk4l

dan perangkat hukumnya (hukum positif), misalnya melalui Peraturan terkait

tanab investasi, dan sebagainya.

Akhfu -akhir ini telah banyak bermunculan masalah-masalah yang dihadapi

masyarakat adat di Indonesia akibat dari kekuatan global yang masuknya

lewat kebijakan dan peraturan negara (hukum positi$ tersebut. Menurut

Ruwiastutila, masalah-masalah itu telah meyebabkan terjadinya berbagai

sengketa yang menimpa masyarakat adat yang disebut sebagai sengketa

vertikal atau struktural. Yang dimaksud dengan sengketa vertikal/struktural

adalah sengketa antara masyarakat adat yang menguasai sumber-sumber daya

ekonomi seperti hutan, sungai, sumber bahan tambang padang penggembalaan

ternak, semakbelukar, maupun tanah-tanah pertani dn aersus(melawan) negara

Indonesia/pemerintah Indonesia (baik sebagai pelaku / penjamin hak) dan

atau kepentingan perusahaan / proyek-proyek bermodal besar. Sengketa yang

melibaikan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai

penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hali

diyakini dan dijamin sebagai hak-hak adat mereka seperti:

1. Hutan-hutanperburuanyangterjadipadaorang-orangAmungme,Kamoro'
Kerom, Asmat dan Tubeio;

2. Dusun-dusun sagu yang teriadi pada orang-orang Asmat, Kerom dan

Ayawasi; .i
3. Hutan-hutan belukar bekas ladang yang terjadi pada orang-orang DayaFrl'

Bunggu, Tubelo dan Tangku!
4. Padang-padangpenggembalaantemakterjadipadaorang-orangAmanutn{- 

r''

Biboki danSumba; ,,.:,

5. Kebun-kebun tanaman keras yang terjadi pada orang-orang sumbe$

Amarasi, Nias, Dayak dan Galela; .ffi

6. Ladang-ladang tanaman semusimsemusim yang terjadi pada orang-oranffff

Tobelo, Lauje danGalela; .ffi

7. Dan sebagainya. ,Sfl
" M.i" Rrta Ruwiastuti, 2000, Sesaf Pikir Politik Hukum Agraia, Pustaka Pelaiar,,{fl

*r*u** 
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|ikadilihatdaripihak-pihakluaryangterlibatdalamsegketatersebutnampak
adanya perusahaan-Perusahaan yang diberi hak konsesi oleh negara seperti:

perusahaan-perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ini terjadi di

Arso, Palentuma, dan Galela;
perusahaan-perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Tanaman hrdustri yang terjadi di Gamlaha, Kupang Barat, Anakalan, Uma

Talivaq, Bilu dan Lalcbatan;

Perusahaan-peruhaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang

terjadi di Sawa Erma, Demta, Timika, Bintuni, dan Halmahera Utara;

perusahaan-perusahaan pemegang Hak Kuasa Pertambangan (HKP) dan

Hak Guna Bangunan (HGB) yang terjadi di TembagaPura, dan Kuala

Kencana;
Dinas PerLindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang teriadi di Manggarai

*r Tengah,

Dinas Pekerjaan Umum yang teriadi di Kiritana;

Badan Pertanahan Nasional yang terjadi di Tinombo, Lampung danGalela;

Dan sebagainya.

Dari sengketa struktural/vertikal tersebut dapat diketahui adanya fakta-
'fakta yang terjadi sebagai berikut:

Terdapat dua kepentingan yang berbeda atas satu objek yang sam4 yaitu

kep'err.-.tinganmasyarakatadatdankepentingannegara/pemerintah/pemodal;
terciapaidua sistem hukum yangberbeda yang digunakan oleh dua pihak

yang bersengket4 yaitu hukum adat di satu sisi dan hukum positip (negara)

di sisi lain;
Dalam kenyataan terjadi proses marjina lisasi posisi hukum adat oleh hukum

negar4 yaitu proses sistemik yang meminggirkan kedudukan hukum adat

yang semula dianggap penting dan berharga bagi masyarakat adat dan

menegasikannya menjadi hukum yang kosong dan tak berarti'ls

Meiihat posisi masyarakat adat di Indoensia yang terlibat dalam sengketa

struktural tersebut nampak bahwa mereka berada pada posisi yang

lemah dan rentan. Kelemahan dan kerentanan dimaksud adalah

ln masyarakat adat mempertahankan kedaulatan, otonomi dan

Hal tersebut disebabkan oleh tekanan-tekanan ekstemal maupun

rnahan-kelemahan internal masyarakat adat sendiri. Kelemahan dan

ntanan masyarakat adat mempertahankan hak-haknya menurut Pellokila

Zakaria dapat dikelornpokkan menjadi:16

Maria Rita Ruwiastuti, dl&, Pmghancatan Hak'Hak Mayarakat Ada!, Konsorsium

Lan Agraria (KPA) bekeriasama dengan INPI-Pact, Bandung, hlm' 87'an Agralla (KrA, DeKerrasaulut qengal rt\f r-f arr, e4rqu'br'

Yones K' Pellokila dan Yando Zakaria, DoealJmaBatikar Sarw'l(PN Bandung'
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1.. Adanya upaya pelemahan dan penghancuran yuridis.
Pelemahan dan penghancuran yuridis adalah tindakan penegasian dan".
peniadaanhak-hak masyarakat adat melalui pemberlakuanberbagai hukun
nasional oleh negara dan penerapan berbagai kebijakan pembangunan oleh
pemerintah. Bentuk-bentuknya dapat berupa:

Pemberlakuan undang-undang dan kebijakan yang menghancurkan
hak-hak tanuial adat atas sumber-sumber agraria. Misalnya pasal-
pasal dalam UU Pokok Agraria (UU No. S/L960) yang mengatur
hak ulayat, masyarakat adat dan hukum adat, telah meninabobokan
banyak pihak termasuk masyarakat adat sendiri. pada kenyataannya
sengketa-sengketa agraria yang muncul membuktiken adanya siasat
dalam ULIPA untuk memudahkan pencaplokan-pencaplokan sumber-
sumber agraria oleh negara. Sebab pengakuan negara terhadap hak
hak tanurial adat digantungkan pada syarat harus sesuai dengan'
kepentingan nasional yang kabur pengertiannya sehingga setiap orang
dan atau lembaga menafsirkan secara berbeda dan disesuaikan dengan
kepentingan penafsir.
Pernberlakuan undang-undang yang menghancurkan sistem dan
bentuk kelembagaan masyarakat adat. Misalnya pada tahun 1.929

pernah diberlakukan UU N0. 5/7979 tentang pemerintahan Desa.
uu tersebut telah menyeragamkan pemerintahan terkecil dalam
hirarki pemerintahan di Indonesia meniadi desa atau kelurahan.
Akibatnya bentuk-bentuk persekutuan dan kelembagaan adat
dilebur dan diseragamkan dengan cara pembentukan pemecahan
dan penyatuan dan penghapusan desa. UU tersebut juga telah
mernusnahkan identitas masyarakat adat, sebab pembentukao
penyatuan dan penghapusan tersebut bertujuan untuk membentuk
desa tangguh dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemgrintahan
untuk pembangunan tanpa memperhatikan ikatan-ikatan agarnal
kesejarahary dan geneologis masvarakat dan teritorinya. Dampak
lain UU tersebutjuga telahmengkooptasi kepala-kepala adat dengan
pemberian peran-peran baru sebagai Kepala Desa, Ketua LMD, Ketua
LKMD danpelestarian sikap serta perilaku feodal karenakepala desa
selalu berusaha menyenangkan atasanya dengan melakukan semua
yang diintruksikan walaupun bertentangan dengan nilai, norma dafl
kepentingan masyarakat adat.
Kebijakan-kebijakan pembangunan yang menegasikan hak-hak
masyarakat adat pada berbagai sektor seperti: investasi modal,
transmigrasi, pariwisata, dan sebagainya. Di bidang investasi modal ,
misalnya adanya investasi modal perusahaan besar baik dalam darr
luar negeri di berbagai bidang telah mengakibatkan ekspansi dan

b.
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eksploitasi sumber-sumber agraria. Otonomi dan identitas msyarakat

adat dimusnahkan oleh pengguslran-penggusuran yang dilakukan
demi pengembangan berbagai proyek pembangunan. Teritori-teritori
yang telah dikuasai oleh pemilik modal dengan berbagai hak dari
negara kadang dipaksa-kosongkan demi kelancaran usaha-usaha kaum
pemilik modal tersebut. Pengosongan paksa/penggusuran tersebut

rnerupakan pemusnahan identitas masyarakat adat. Dampak lainnya
adalah eksploitasi anggota masyarakat adat (terutama perempuan
dan anak-anak) sebagai buruh murah. Di sisi lain juga tumbuhnya
kawin kontrak/kawin musiman telah menyebabkan demoralisasi
masyarakat adat. Program pembangunan transmigrasi juga membawa
dampak pada peng-hakan sumber-sumber agraria suatu masyarakat
adat oleh golongan masyarakat lain. Penghakan tersebut juga telah
memusnahkanhak-hak tanurial masyarakat adat setempat. Perbedaan

daya adaptasi dan akses IPTEK telah melahirkan gap-gap sosial yang
makin lebar. Gap-gap itu menyebabkan ketidakpuasasn masyarakat
adat dari persekufuan-persekutuan setempat sehingga memunculkan
sengketa di berbagai tempat. Pariwisata juga tida.klepas dari eksploitasi
budaya untuk kepentingan ekonomi negara. Ceremoni adat, kearifan
adat, dan keaslian masyarakat adat dieksploitasi dan dijual sebagai

komoditi pariwisata. Bisnis wisata telah menghancurkan nilai-nilai
hakiki dan religius adat, tradisi maupun budaya yang menyatu pada

berbagai seremoni dan penegatahuan serta keahlian-keahlian asli.

Pelemahan dan penghancuran praktis.
Pelemahan dan penghancuran praktis adalah tindakan-tirrdakan negatif
terhadap masyarakat ad at oleh aparat pemerintah, lembaga non-pemerintah
dan masyarakat non adat. Bentuknya dapat berupa tindakan represif dan
stereotipe-stereotipe sosial politik. Tindakan represif adalah tindak-tindak
kekerasan yurrg dilukuka.n seperti: penganiayaan, pembuhnuhan, dan
teror-teror mental. Tindakan tersebut dilakukan untuk meredam aski-aksi
masyarakat adat mempertahankan hak-hak tanurialnya. Tindakan-tindakan
tersebut dilakukan oleh oknum aparat pemerintag sipil dan militer.
Dampaknya adaiah truma-trauma psikologis dan penurunan populasi
rnasyarakat adat yang mengarah pada penusnahan etrris. Stereotipe adalah
caP-cap negatif yang diberikan pada masyarakat adat. Cap<ap tersebut
diberikan oleh organisasi-organisasi pemerintah maupunaparat pemerintah
dan masyarakat adai wilayah berbeda. Stereotipe ini melahirkan sikap-sikap
danperlakuan diskriminatif terhadap kepentingan sosial politik masyarakat
adat. Cap-cap sebagai masyarakat terasing, primitif, kanibal, orang hutan,
nggota PKI, anti Pancasila, anti pemerintah merupakan stereotipe sosial
dan polidk pada masyarakat adat.
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3. Kelemahan-kelemahaninternal masyarakat adat.
Kelemahan-kelemahan masyarakat adat terdiri dari:

kelonggaran ikatar. kekerabatan, yang disebabkan oleh masuknya
orang-orang luar ke dalam persekutuan melalui ikatan-ikatan
perkawinan;
komersialisasi sumber daya adat, yang disebabkan oleh perubahan
ukuran ekonomi yang berimplikasi pada eksploitasi sumber-sumber
agraria, ritus-ritus keagamaan, acara-acara adat dan budaya unfuk
menghasilkan uang, Eksploitasi-ekploitasi ini memicu konflik-konflik
intemal karena ada pihak yang tidak setuju.
penyangkalan identitas, yaitu sikap generasi baru masyarakat adat
yang telah mendapatkan pendidikan formal, pernah tinggal dan
berinteraksi dengan masyarakat kota dan telah menganut salah sahr
ag€una samawi. Budaya dan tradisi disanglaki dan berusaha dirombak
tanpa memperhatikan nilai-nilai dasamya. Ia menganggap bahwa
budaya dan adat-istiadat tersebut sudah kuno, ketinggalan zama&
dan pemborosan;
tumpang tir.dih peran, yaitu para fungsionaris adat juga berperan
sebagai aparat desa, tokoh-tokoh agama, fungsionaris partai politik,
maupun pengurus organisasi l,SM. Ini mengakibatkan melemahnya
perim utama sebagai ftingsionaris adat. Akibat tarik-mebraik peran
tersebut, para fungsionaris adat tidak dapat bersikap memihak
kepentingan masyarakat adat, ketika terjadi ancaman terhadap hak-
hak masyarakat adat.
peta-peta adat kognitif, yaitu peta-peta teritorial persekutuan adat yang
hanya ada dalam kepala/ingatan anggota persekutuan masyarakat
adat setempat. Peta-peta tersebut tidak tertuang/tergambar di atas

fisik seperti kertas. Hal ini berakibat adanya peluang pihak lain untuk
menganggap teritori adat sebagai wilayah yang kosong. Penafsiran
tersebut telah menyebabkan negara, pemerintah, maupun kaum pemilik
modal menghaki teritori-teritori adat.

E. URGENSI PERTINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT (HUKUM)
ADAT

Belajar dari hikmah sejarah bangsa Indonesia dari rezim sebelumny4 angin r'
reformasi telah menyadarkan kesalahan sikap negara (pemerintah) terhadap -
komunitas lokal (adat). Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sangat i:
majemukdarisegalaaspek(suku,ras,kelompokdanagama)membawaparaciigma :.
baru dalam cara berhukum dan bernegara yang semula sentralislik menuju ke #
desentralistik. Perubahan paradigma ini pertama-iama dapat dilihat dari politik 

ffi

162 f,
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hukum yangterdapat daiam AmandemenuuD 45 terhadap eksistensi masyarakat

Jut a* fr"t-n* hadisionalnya. Pasal lSB ayat (2) LJLJD menentukan:

Negara mengakui dan me.nghormati kesatuan-kesatua_n masyarakat hukum

uJit U"ruttu f,ut-t ak tradisoiraLnya sepaniang masih hidup dan sesuai de3gan

o.rt"*U*gan masyarakat dan priirsif Negara Kesatuan RI yang diatur

hahm undang-undang'
,']:' 

Rumusan uuD tersebut mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan

an negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak

ionalnyayaitu: (1) sepanjang masihhidup; (2) sesuai denganperkembangan

arakau (3) sesuai denganprinsip NKRI; (4) diatur dalamundang-undang.

batjipto RahardjolT memberi catatan terhadap Pasal 188 UUD tersebut

reai berikut. pertama, Pasal 188 sudah menjadi hukum positif, sehingga

warga negara terikat kepadanya. Terikat berarti menerima dan harus

ri dengan membaca isi peraturan tersebut. Membaca bukan sekedar

kalimat demi kalimat, akan tetapi mernberi makna terhadap peraturan

Lt. Makna yang diberikan haruslah bertolak dari tata pikiran (mind-set\

hukum adat adalah suatu hukum yang khas mengandung bahan-bahan

sosio-antrluopologis Indonesia. Sifabrya yang penuh dengan afeksi

uat para penggunanya merasa bahagia. Hal ini menjadi alasan penting

menjaga dan merawatnya. Kedua, tata pikir (mind-set) yang demikian itu

rus rnenjadi pemandu dalam mencermati dan memabami keempat syarat

atas. Keempat persyaratan tersebut dijabarkan oleh Rahardjo sebagaimana

Persyaratan sepanjang masih hidup perlu dimaknai bahwa petsayaratan

:but perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan

ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi.

tidak semata-mata meiakukan pengamatan dari luar, melainkan juga

dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat. Metode yang

nakan adalah partisipatif .

Sesuai dengan perkeiAongan masyarakaf harus ditafsirkan tidak dari segi

i aanp-oUUl, melainkan dari kacamata masyarakat setempat. Penafsiran

i ekonorr.i politik mengandung risiko untuk memaksakan (imposing)segr ekonorrrr polltlK menganqung lllilKtr ultltt\ rltsutctsqNot \
ntingan raksasa atas nama perkembangan masyarakat' Masyarakat adat

r diberi peluang dan dibiarkan berproses sendiri secara bebas.

Sesuai dingan prinsip NKgperlu dipahami dan dimaknai bahwa masyarakat

[otag aaian satu tesatuan tubuh NKRI. Keduanya tidak perlu- dihadapkan

ta dikhotomis atau hitam Putih. Masyarakat adat (lokal) adalah biqT
i darah-daging NKRI itu sendiri. Metode yang perlu dikembangkan adalah

holistik untuk melihat masalah tersebut'

tr s"glp* n*r", dio,Zffi5,,'Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI,' Makalah

nBacaan Program boktor Ilmu HukumUndip Semarang' :'ti
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Diatur ilnlam undang-undang harus diberi catatan bahwa di negara hukum
Indonesia, kehidupan seharidari tidak memadai segalanya diserahkan kepada
undang-undang karena akan menjadi tidak produktif. Banyak kejadian ielah
membuktikan tentang hal itu. Hukum (undang-und*g) yang selalu ingin
mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk ifu telah gagal. Nonet
& selznick menyarankan agar hukum itu dicerahkan dan diperkaya dengan
Ilmu-Ilmu Sosial.lE

Penataan masyarakat adat (tokal) dengan undang-undang perlu
memperhatikan kenyataan bahwa wilayah lndonesia yang dikenal setagai
negara kepulauan (ar&ipelago) tidak mengalami perkembangan yang s.rma.
Pada umumnya Jawa lebih bersifat masyarakat perkotaan dibanding dengan
bagian besar wilayah di luar Jawa. Jawa telah terkena dampak yang kirat
dari industrialisasi dan penetrasi modemitas. perkembamgan yang berbeda
tersebut telah memrrnculkan dikhotomi antara daerah-daerah yang mengalami
penetrasi industrialisasi dan daerahperawan. Mengikuti pandangan Unger bahr,,,a
hukum modem (positip) lebih mudah memasuki wilayah yang telah dijamah
oleh industrialisasi dan menjadi perkotaan (urban) disebabkan perlawanan
oleh hukum adat sudah sangat melemah. Kehadiran hukum modirn (positif)
membutuirkan keambrukan dari tatanan tradisional, seperti perkembangan
modernitas yang terjadi di Eropale

Dalam keadaan yang demikian diperlukan kehatia-hatian yang luar biasa
pada badan legeslatif agar mampu menundukkan diri di aias konfigurasi
masyarakat Indonesia seperti digambarkan di atas. Indonesia rururryu tiduk
bisa diatur dan dihukumi menurut kacamata "komunitas orang senayan,,,
sekalipun tentunya maksudnya baik. Tanpa pemaharnan hukum yang bersifat
anthropologis dan sosiologis, yakni perlunya mempertimbangkan adanya
pluralisme hukum di masyarakat hrdonesia, salah-salah akan menghasilkan
malapeta seperti yang pemah terjadi. Hukum (baca undang-undang) yang dibuat
dengan mind-set modern tanpa memedulikan dan mengantisipasi efeknya di 

-

tingkatlokal,bisamenghasilkanprodukyangbersifatkriminogenitataudalarr
istilah Rahardjo Legeslatiae Cime. - ,.

oleh karena ihr untuk melindungi komunitas ada t/lokal,setidak-ti,laknya
diperlukanlangkah-langkahshategisdenganpendekatan-pendekatan: r

(1) Mengenali dan memahami masyarakat adat setempat. pada langkah ini ',
perlu dicari informasi-informasi yang terkait dengan: :

- 
t' 

. 
Philippe Nonet dan Philip Selznick,7978, Lmo and Society in Transtition: Toward

Responsiae Law, Diteqemahkan oieh Raisul Muttaqien (2007), i"tuk"r, 1, Nusamedia,
Bandung.

re 
,Roberto Mangabeira unger, 2ffi7, Teoi-Teoi Ht*um Kritis, posisi Hukum ddan

\Insyarakat Modcrn, diterjemahkan oleh Dariyabro dan Derta sri widowatie. Dari Buku
Lato and Modcrn Society: Toward a Criticism of iociat Theory.1976.

161



q
ia

.'t
n
3t

tt
.:,"

Menyool Eksistensi Hukum Adot dolom Pusoron Globolisosi di Indonesio

Mengenali budaya, adat istiadat, hukum, kebiasaary agama dan
kepercayaan. Dalam masyarakat adat terdapat berbagai kebiasaan,

adat-istiadat, hukum dsb yangharus dihormati dan dihargar, meskipun
mungkinpihak luar menganggap bahwa hal-hal itu salah. Pelanggaran
terhadap kebiasaart / hukum tersebut akan melukai mereka meskipun
mereka tidak menyuarakannya secara tetbuka pada yang melanggar.
Sekali mereka terluka, maka akan menganggap orang asing yang harus
diwaspadai, sehingga mereka akan sulit diajak kerjasama.

Mengenali lapisan-lapisan sosial dan konflik-konflik sosial yang
mungkin ada. Pada umumnya terdapat 3 lapisan sosial dalam
masyarakat adat, yakni orang asli, pendatang yang menetap karena
ikatan perkawinan dan pendatang sementara seperti garu, pedagang,
pegawai puskesmas dsb. Lapisan-lapisan tersbut mempunyai hak,
kewajiban dan kases yang berbeda terhadap sumber-sumber agrari4
acara-acara adat, dan proses dalam pengambilan kepufusan. Lapisan
pertama selalu berpartisipasi aktif danmilitan dalam proses penguatan
dan pemberdayaan. l^apisan kedua cenderung iranya mendudkung
gerakan tanpa keterlibatan aktif. Lapisan ketiga merupakan pihak yang
pasif karena pada umumnya tidak mempunyai kepentingan langsung.
Mengenali pemimpin-pemimpin setempat. Dalam masyarakat adat
biasanya terdapat 3 (tiga) jenis pemimpin dengan basis masing-masing
yakni pemimpin berbasis adat (tokoh adat), pemimpin berbasis agama

(tokoh-tokoh agama) dan pemimpin berbasis pendidikan foemal (kepala

sekolah dan guru). Ketiga tokoh tersebut nnempunyai pengaruhyanmg
kuat di dalam masyarakat adat, sehingga perlu diajak kerjasama.

Mengenali kondisi geografis persekutuan adat setempat. Apakah
masyarakat adat tersebut ada di tepi pantai, gunun& dataran rendah,

dataran tinggi dsb.
,(2) Tranformasi timbal balik. Langkah ini dilakukan untuk pertukaran ilmu,
, keahlian dan teknologi. Langkah-langkah yang dapat diiakukan seperti
- kegratan pelatihan-pelatihan seperti: pendidikan hukum, pemetaan teritori

adat, cisb.

Penggalangan dukungan. L,angkah ini dilakukan trntuk pengakuan dan
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap pihak lain di
luar masvarakat adat.
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